 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 2§ TAHUN 2023
TENTANG

TUGAS BELAJAR

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Vienimbang :  a. bahwa untuk pengembangan karier,

;Ii)rofesionalisme PNS dan mengurangi kesenjangan

kompetensi pegawai, perlu dilakukan
pengembangan kompetensi salah satunya melalui
liaentuk Pendidikan formal; |

b. biahwa. berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan

IL’emerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
I\E/Ianaj emen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
tielah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Piemerintah Nomor 11 Tahun 2017 | tentang
Manaj emen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan
k{ompetensi dalam bentuk pendidikan formal

j :
dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;

. bEahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
n‘ilenetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas

Bielaj ar;




Mengingat

E
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Fepubllk Indonesia Tahun 1945;

}Jndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
iPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
iKorupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
fIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
;Negara Republik Indonesia 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

;Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
:Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); | |

.Fndang—Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
;W'akatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Slpﬂ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

' Indonesm Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 72‘3 Tahun 2014 tentang
E}Demerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
i[_,ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
isebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-% Undang Nomor 6 Tahun' 2023
itentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
KerJa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856); |
I?eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
l?erangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
’i‘ahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara‘,\
Repubhk Indonesia Nomor 5887) sebagalmana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
ﬁentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
|

i
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11.

12.

13.

!
|
| .
| .

Iindonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

‘ll\Iegara Republik Indonesia Nomor 6402);

.klieraturan Pemeriintah Nomor 11 Tahun 2017

f_entang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
1;\Iegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

’{‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

rlé\Iomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan

?eraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

,t;entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
{li\Tomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
I\Elegara Republik Indonesia Nomor 6477);

. P,[eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah
& : N ' '

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

l\ilomor 604 1);

. Pieraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Pienilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Républik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Pferaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

;teintang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(]éerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
P;eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
téntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Rppublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
tfllah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1.%20 Tahun 2018 tentahg Perubahan atas Peraturan Menteri
Dialam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Pfoduk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
R%aformasi Birokrasi  Nomor 6. Tahun 2022 tentang
Pei:ngelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);




| 4
14. I;eraturan Bupati Bombana Nomor 61 Tahun 2013 tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah
' f{abupaten Bombana;
15. EPeraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
?Ol6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

%{abupaten Bombana;

E
MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR.

| BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

u
2
i
F
b
4

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bombana

Pemerlntahl Daerah adalah Pemerlntah Kabupaten Bombana.
Bupati adailah Bupati Bombana.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia yailngk selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bombana.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bombana tempat Pegawai Negeri Sipil

bertugas.

- Kepala Bad !an Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia ya;ng selanjutnya diSingkat Kepala BKPSDM adalah
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Bombana.

Pimpinan Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
d1L1ngkungEan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Tugas belaj.iar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil
untuk mengikuti program péndidikan formal pada lembaga
pendidikéiil 5sesuaj kompetensi dan formasi pemerintah daerah
baik di dala_gm maupun di luar negeri, ‘

Tugas belajar beasiswa adalah penugasan kepada Pegawai
Negeri Sipiliuntuk mengikuti program pendidikan formal p‘ada

lembaga Ii)endidikan sesuai kompetensi dan formasi

i
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14.

15.

16.

17.

18.
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v pemerintal'El daerah yang pelaksanaannya dilakukan pada jam

kerja maupun di luar jam kerja dan dibiayai oleh sponsor.

Tugas belajar biaya mandiri adalah penugasan kepada Pegawai
NegeriSipil dengan kondisi ‘tertentu untuk mengikuti atau
melanjutkan pendidikan formal pada lembaga pendidikan

sesuai kompetensi dan forma31 pemenntah daerah yang

: pelaksanaannya dilakukan pada Jam kerja maupun di luar

jam kerja dan dilakukan dengan biaya pendidikan ditanggung
sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.

Spohsor adalah pemberi dana untuk biaya pendidikan dari
lembaga pe;merintah atau swasta yang berbadan hukum yang
diberikan 1:u.ntuk tugas belajar beasiswa.

Tugas belajar berkelanjutan adalah penugasan bagi Pegawai
Negeri Sip';il yang baru menyelesaikan pendidikan untuk
melanjutkdn pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Lembaga pendldlkan adalah lembaga pend1d1kan negeri,
lembaga pend1d1kan ikatan dinas, dan/atau lembaga
per:1d1d1kar1E swasta.

Program pendidikan tertentu‘adalah program pendidikan yang
diprioritaskan sesuai dengani kebutuhan untuk jangka waktu
tertentu. E -

Pegawai Nti,geri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonema yang memenuhl syarat tertentu,
diangkat sebaga1 Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat
Pembina , Kepegawaian ,untuk - menduduki jabatan
pemerintaﬂan.

Rekomendasi adalah sufat persetujuan dari pemerintah
daerah uptuk mengikuti -uyjian seleksi pada lembaga
pendidikant tertentu yang akan ditempuh.

Program Pendidikan Formal adalah program pendidikan yang
terstruktur, dan berjenjang yéng terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikgn; menengah, dan pendidikan tinggi.

Pejabat PeIEnbina Kepegawaiaﬁ yang selanjutnya disingkat PPK
adalah peJabat yang mempunya1 kewenangan menetapkan
pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian pegawai
Aparatur §1p11 Negara di instansi pemerlntah sesuai dengan

ketentuan iperaturan perundang-undangan.
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20.

21.

22.

23,

24.

25.
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Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah. .

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

' kesekretarilatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat gaerah kabupaten/kota lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana

keuangan t%ahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan

undang—un;dang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana

keuangan tahunan daerah yéing ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. F )
, ! :

Kas Umu;m Daerah adalah tempat penyimpanan uang

daerah Xang ditentukan oleh Kepala' Daerah untuk
menampulilg seluruh Penerimaan Deierah dan membayar
seluruh Pefngeluaran Daerah.

Caion Pega%wai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS
adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan
PNS, diarilgkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah

' mendapatf{an persetujuan teknis dan penetapan nomor induk

pegawai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud memberikan

landasan hukl,{m dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
! ' )

a.

!

” Pasal 3

!

- Peraturan Bup;ati ini disusun dengan tujuan:

sebagai peidoman dalam penyelenggaraan tugas belajar dan
upaya uriltuk mengurangi kesenjangan antara standar
koinpetens:i dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi
PNS yang ‘akan mengisi jabatan;

memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau
kompetensi tertentu dalami rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi; dan : |
S
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- pengembangan organisasi, peningkatan  pengetahuan,

kemampua{n, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional
PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam

pengembangan karier.

i
i

BAB 11
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tugas belajar terdiri dari:

a.
b.

1)

(2)

3)

Tugas belajar beasiswa; dan
Tugas belaj’ar biaya mandiri. .
k Pasal S

Tugas belaE_]'ar dapat diberikan kepada PNS yang mengikuti
program pendldlkan formal untuk jenjang tertentu pada

lembaga pend1d1kan

'Program pendidikan formal untuk jei‘i:jangf'v tertentu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Sekolah

;Menengah Pertama atau yang disetarakan, Sekolah

Menengah|Atas atau yang disetarakan, Diploma I, Diploma
II, Diploma III, Diploma 1V, Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan

. pend1d1kan profesi.

Tugas Dbelajar yang dlselenggarakan oleh lembaga
pendidlkar} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan isecara jarak jauh, kelas malam dan/atau hari

Sabtu- Minégu sepanjang télah memiliki izin/persetujuan

’penyelenggaraan program ’studi yang diterbitkan oleh

kementena}n dan universitas yang menyelenggarakan urusan

| pemenntahan di bidang pendldlkan.



M

5.
Bagian Kedua
Pemberian Tugas -

Beléj ar

Pasal 6

Tugas belajar beasiswa dapat diberikan dengan ketentuan:

a. mem111k1 masa kerja pahng 51ngkat 1 (satu) tahun sejak

dlangk?t menjadi PNS;

b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan
- mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan
dinas, %iengan ketentuan paling singkat 3 (tiga) kali waktu

normatzif program studi sebelum batas usia jabatan atau

1
sesuai persyaratan dari lembaga pemberi sponsor;
i b

C. :menunjukkan prestasi  kerja yang baik dalam

: E ;
melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara

H
5

tertuli§ oleh Pimpinan Perangkat Daerah vyang

bersangkutan

d. mem111k1 penilaian klnexja dalam 2 (dua) tahun terakhir

- paling rendah dengan predlkat baik;

e. tidak d1kenakan hukuman d1s1p11n kategori ringan dalam
1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori
sedang; dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman

disiplinE kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

f. mendu!duki pangkat pengatur muda golongan II/a paling

singkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan

Diploma I, Diploma II, dan Diploma III;

g. mendu%iuki pangkat pengatur muda tingkat I golongan
II/b palling singkat selama 2 (dua) tahun untuk program

pendidikan Diploma IV dan Strata 1;

h. menduduki pangkat penata muda golongan IlI/a paling

smgkat selama 2 (dua) tahun untuk program pendidikan

Strata 2

i. menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b
paling |singkat selama 2 (dua) tahun untuk program

pendidikan Strata 3;
|

i menandatangani perj anjian yang ditandatangani oleh yang

,bersanékutan dan Kepala BKPSDM yang memuat subjek

_pexjanji&an, kesepakatan: para pihak, dan objek yang

;
i

|



3.

diperjanjikan;

- sehat 'jlasmani dan rohani; dan

" memiliid masa kerja di Pemerintah Daerah minimal 2 (dua)

tahun bagi PNS mutasi antar instansi pemerintah yang

" masuk| ke Pemerintah Daerah.

!

2) Tugas belajiar biaya mandiri dapat diberikan dengan ketentuan:

a.

memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak
diangkéat menjadi PNS;

| memiliki sisa masa kerja pegawai dengan

mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan
dinas, aengan ketentuan paling kurang:
1. 3 [tiga) kali waktu ﬁormatif program studi sebelum
~ batas usia jabatan, untuk tugas belajar biaya mandiri
yaing diberhentikan dari jabatan; atau
2. 2 F(dua) kali waktu normatif program studi sebelum
ba;tas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar biaya
miandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan;
menunjukkan  prestasi kerja yang baik dalam
melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara
tertulis!‘ oleh OPimpinan Perangkat Daerah vyang
bersangkutan;

. ] '
,memililfi penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir

paling 1;endah dengan predikat baik;
tidak diikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam

1 (satli) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori

sedang’ dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman
disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
bagi peserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan

dari jab;atan, menduduki pangkat juru muda golongan I/a

‘paling Esingkat selama 2 (dua) tahun untuk program

pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang
disetarakan dan Sekolah Menengah Atas atau yang

.disetar%kan;

‘bagi pefserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan
:dari jébatan, mendudﬁki pangkat pengatur muda
| golonge}n II/a paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk

Vprdgrangrl pendidikan Diploma I, Diploma II, dan Diploma

1I;




(1)

(2)
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h. bagi pt?serta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan
- dari jafaatan, mendudukii pangkat pengatur muda tingkat
I golongan II paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk
~program pendidikan Diplbma IV dan Strata 1;
i. bagi peiserta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan
dari _]abatan menduduki pangkat penata muda golongan
C1l/a pahng singkat selama 2 (dua) tahun untuk program
| pend1d1kan Strata 2;
j- bagi peserta tugas belajar b1aya mandiri yang dibebaskan
dari Jallaatan, menduduki pangkat penata muda tingkat I
golongan II1/b paling singkat selama 2 (dua) tahun untuk
~ program pendidikan Strata 3. |
k. bagi peserta tugas belaJar biaya mandiri yang dibebaskan
dari  jabatan, menandatangani perjanjian yang
: ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Kepala
iBKPSDfM yang memuat subjek perjanjian, kesepakatan
- para pi;hak, dan objek yang diperjanjikan;
| sehat jiasmani dan rohani;
m. - bagi pe%serta tugas belajar biaya mandiri yang dibebaskan
- dari jabatan, memiliki masa kerja di Pemerintah Daerah
: minimal 2 (dua) tahun bagi PNS mutasi antar instansi
‘ pemerihtah yang masuk ke Pemerintah Daerah; dan
n. Jjazah |pendidikan sebelumnya telah diakui secara sah

dalam administrasi kepegawaian.

BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN
PERMOHONAN

Bagian Kcsatu

Prosedur Permohonan

Pasal 7

PNS mela:llui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang
bersangku:tan, mengajukan permohonan rekomendasi tugas

belajar beasiswa kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Permohonan rekomendasi tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS yang
bersangkutan mengikuti program pendidikan.




(3)

(1)

[y

@)

(4)
)

)

2
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Rekomenda!si tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Kepala BKPSDM‘.; v

, Pasal 8
|
PNS melallui Pimpinan Perangkat Daerah PNS yang

bersangkut;an, mengajukan permohonan tugas Dbelajar

 beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri kepada Bupati

|
melalui Kepala BKPSDM.

[
Permohonaén tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan sebelum PNS peserta tugas belajar
mengikuti f)rogram pendidikan.

Permohonaén tugas belajar biaya mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) d1aJukan sebelum PNS peserta tugas

belaJar seleseu mengikuti program pend1d1kan

Penetapan ; atas permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas
bela_]ar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang‘ dibebiaskan dari jabatan ditetapkan oleh Bupati.

Surat tuga§ belajar biaya mandiri yang tidak dibebaskan dari
jabatan, diberikan oleh Kepala BKPSDM.

Pasal 9 |

Selain melalui pengajuan permohohén tugas belajar beasiswa

dan tugas 1laelaj ar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 8 ajrat (1), tugas belaJar dapat dilaksanakan melalui

penun_]ukan Bupati.

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pertimbangan kebutuhan penyesuaian

kualifikasi| pendidikan terhadap syarat jabatan dan/atau

pengharga!an bagi PNS berprestasi sesuai ketentuan

peraturan ‘perundang—undangan di bidang kepegawalan

Penunjuk‘aﬁn tugas belajar oleh Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayatf (1) dilakukan melalui penjaringan/seleksi peserta
dan veriﬁktasi oleh BKPSDM ‘dan/ atau memenuhi ketentuan

pemberian penghargaan PNS berprestasi.
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Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 10

Persyaratan permohonan rekomendasi tugas belajar beasiswa:

a.

b.

surat permohonan dari PNS yang bersangkutan kepada
Pimpinan Perangkat Daeréh;

surat permohonan dar1 Pimpinan Perangkat Daerah
kepada Fupati melalui Kepala BKPSDM; dan

surat pe;rmohonan dilampiri dengan surat penawaran dan

- surat keterangan akreditasi terbaru dari lembaga
[

pendidilé{an dan program pendidikan yang akan diikuti.

Persyaratarll permohonan tugas belajar beasiswa dan tugas

belajar bia3:7a mandiri yang dibebaskan dari jabatan:

a.

b.

0

surat p:ermohonan dari PNS yang bersangkutan kepada
Pimpina:n Perangkat Daerah;

surat f)ermohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah
kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;

rincian perhitungan kuota jumlah PNS yang menjalankan
tugas bctalajar biaya mandiri yang dibebaskan dari jabatan
pada Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;

Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang
menyatakan bahwa pendidikan yang akan ditempuh
dibutuhkan, tidak mengganggu ketugasan dan yang
bersangkutan selama mengikuti pendidikan harus
dibebasgkan dari jabatan karena sifat pendidikan dan
teknis pelaksanaan pendidikan yang akan diikuti tidak

dapat |dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

'ketugasan jabatan;

salinan|sah Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
salinah /fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian
prestasiikerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;

surat k?terangan sumber dana sponsor apabila ada;

surat ,lketerangan lulus seleksi penerimaan sebagai
mahasiswa;

surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
surat keterangan sehat rohani dari dokter spesialis

kejiwaan rumah sakit pemerintah;




k.

L.
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daftar riwayat hidup; dan
rekomendasi dari Kepala: BKPSDM untuk tugas belajar

beasiswg.

Persyaratalfl permohonan tugas belajar yang tidak dibebaskan

dari jabata:c:r

a.

surat peirmohonan dari PNS yang bersangkutan kepada
Pimpina|n Perangkat Daerah;

surat permohonan dari Pimpinan Perangkat Daerah
kepada tBupatimelalui Kepala BKPSDM;

salinan ;sah Keputusan kenaikan pangkat terakhir;

d. salinan / fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian

0

prestasiikelja PNS 2 (dua) tahun terakhir;

surat refkomendasi dari Pimpinan Perangkat Daerah PNS
yang beFrsangkutan yang menyatakan bahwa pendidikan
yvang digempuh benar-benér sesuai kebutuhan Perangkat
Daerah fdan tidak mengganggu ketugasan;

daftar riwayat hidup;

surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
surat léeterangan sehat rohani dari dokter spesialis
kejiwaap rumah sakit pemerintah;

surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari lembaga
pendidﬂI(an yang bersangkutan dengan dilengkapi jadwal

kuliah semester berjalan;

. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah PNS

vang bf:rsangkutan yang menyatakan bahwa kegiatan

pendidikan peserta tugas belajar biaya mandiri tidak

'menggainggu pelaksanaan tugas dinas;

surat Iieterangan akreditasi lembaga pendidikan yang
bersangkutan; dan |

surat IEJernyataan bermeterai cukup tidak menuntut
kenaikar[n pangkat yangf lebih tinggi kecuali terdapat

formasi.
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Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 11

PNS peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri

yang dibebaska1i'1 dari jabatan menyelesaikan pendidikannya dalam

kurun waktu se‘;bagai berikut:

a.

P po0pg

@

M

(2)

(3)

program Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan
Sekolah Mc%nengah Atas atau yang sederajat paling lama 3
(tiga) tahunf;

program Dif)loma I paling lama. 1 (satu) tahun;

program Dif)loma II paling lama 2 (dua) tahun;

program Diﬁ)loma III paling lama 3 (tiga) tahun;

program DiEplorna IV atau Strata 1 paling lama 5 (lima) tahun
apabila unttuk mengikuti program pendidikan tersebut
menggunak%an 1jjazah SMU/SMK dan paling lama 2 (dua)

tahun apabiila untuk mengikuti program pendidikan tersebut

menggunak:an ijjazah Diploma III;
program Strata 2, dan pendidikan profesi paling lama 2 (dua)
tahiln; ‘

program Strata 3 paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun;
dlkecuahkan bagi pend1d1kan tertentu, masa tugas belajar
diberikan set:sual pembiayaan yang diberikan oleh sponsor atau

ketentuan lembaga pendidikan.

i
| Pasal 12

|

PNS pesertia tugas belajar beasiswa dan tugas bélajar biaya
mandiri yahg dibebaskan dari jabatan, apabila tidak dapat
menyelesalkan pendidikan tepat waktu dapat diberikan
perpanj angan jangka waktu untuk menyelesaikan
pendidikar_lpya paling lama 6 (enam) bulan setelah batas waktu
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 10.

PNS setelah perpanjangan - pahng lama 6 (enam) bulan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan tidak
dapat menyelesaikan pendidikannya, maka diberikan

perpanjangFan lagi paling lama 6 (enam) bulan.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
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berdasarkan kriteria: :
a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar;

dan/ atau

c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu.

Dikccualikagl dari ketentuah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh
PPK.

Perpanjangrim jangka Waktﬁ tugas belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan
d1perh1tungkan sebagai keseluruhan Jangka waktu tugas

belajar.

~ PNS pesert? tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya

mandiri yaan dibebaskan dari jabatan, dan tidak dapat
menyelesaikan pendidikanz tepat waktu  sebagaimana
dimaksud Ij)ada ayat (2) dapat diberikan kesempatan untuk
menyelesailsi:an pendidikanﬁya sampai selesai sesuai

ketentuan |batas waktu témpat ‘pendidikannya, dengan

perubahan {status menjadi tugas belajar biaya mandiri dan

- diaktifkan |kembali sebagai pelaksana atau jabatan

fungsional.

Bagian Keempat
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 13

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara

berturut- turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan

di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mendapat persetujuan PPK;

|
b.fpresta31 pendidikan berpred1kat paling rendah cumlaude
atau setara

c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas
belajar; [dan
d. memperﬂmbangkan - sisa masa kerja setelah

| |
‘menyelesaikan tugasbelajar.



)
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' Persetujua{l PPK 'sebagaimfana dimaksud pada ayat

(1)

didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat

Daerah terkait.

Ikatan din;as bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar

berkelanju;tan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

diakumulasi setelah PNS yang bersangkutan melaksanakan

tugas belajar pada jenjang péndidikan terakhir.

BAB 1V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

Hak PNS peserta tugas belajar beasiswa:

perundang undangan;

b. hak—hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan

peratur?nperundang undangan di bidang kepegawalan

a. Gaji dan tunjangan sesuai “ketentuan peraturan

c. Dbiaya stud1 sesuai dengan perjanjian dan/ atau

pembiayaan yangdiatur oleh lembaga pendidikan; dan

d. penyesualan ijjazah sesuai ketentuan  peraturan

Perundang— undangan di b1dang kepegawauan

Hak PNS peserta tugas belajar biaya mandiri:

perunda;ng- undangan; dan

b. hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Peserta tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya

mandiri yéng dibebaskan dari jabatan tidak menerima

Tambahan Penghasilan Pegawai.

Bagian ;Kedua ,

Kewajiban
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4)
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-17-

Pasal 15

Kewajiban PNS tugas belajar:

" a. mengikuti seluruh tahapan pendidikan yang diikuti;

b. menyelesalkan dan lulus pendidikan tepat waktu;

C. menun_]ukkan sikap perilaku sesuai kode etik dan perilaku
PNS seliama menjalankan: studi;

d. menandatangani perjanjian sebelum melaksanakan tugas
belajar iaagi PNS tugas belajar beasiswa dan tugas belajar
biaya ‘np'landiri yang dibebaskan dari jabatan;

e. melapoxfjkan progres pelaksanaan pendidikan setiap
semestér kepada Kepala BKPSDM melalui Kepala
Perangkat Daerah;

£ melaporkan kelulusan kepada Bupat1 melalui Kepala

BKPSDM paling lama 15 (ima belas) hari kerja sejak
berakhirnya masa tugas b:elajar; dan
g. melaksa;makan ikatan dinas:

1. selaiha 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar
bagi PNS tugas bela_]ar beas1swa

2. elarpa 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belaJar
bagi PNStugas belajar beasiswa yang tidak dibebaskan
dari ﬁabatannya; |

3. selarsna 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar

| bagi PNStugas belajar. b1aya mandiri yang dibebaskan
dari Jabatannya

PNS yang mienjalanl tugas belajar beasiswa lebih dari 6 (enam)

~bulan yang|menduduki jabafan struktural atau fungsional

dibebaskan% dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan
peru_ndang—éldangan yang berlaku.

PNS yang ninenjalani tugas bélajar'yang tidak diberhentikan
dari jabatarilnya, selama menjalani masa tugas belajar

berkedudukén pada unit kerja sesuai dengan jabatannya dan

tetap melaks}anakankewajiban sesuai jabatannya.

PNS yang nilenjalani tugas belajar yang tidak diberhentikanr

dari jabatan;nya tidak wajib menjalani ikatan dinas.

Pemberian tl:,lgas belajar tidak boleh mengganggu pelaksanaan

urusan Peraingkat Daerah.
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|

o Jumlah’ PNS; yang dapat diberikan tugas belajar biaya mandiri

dengan dib’e;baskan dari jabatan adalah paling tinggi 5% (lima

persen) dargi jumlah PNS di Perangkat Daerah PNS yang

bersangkuta:n.

Perjanjian Esebagaimana dirﬁaksud pada ayat (1) huruf d
ditandatangiani oleh PNS péserta tugas belajar bermeterai
cukup dan cEiiketahui oleh Kepala BKPSDM. |
Selama’meriljalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) E huruf g, PNS yang bersangkutan tidak
diperkenanli{an mengajukan I:jengunduran diri sebagai PNS.
Ikatan dinais sebagaimana dimaksud pada ayat >(1) huruf g
dapat dﬂaksianakan di instansi pemerintah lain dalam wilayah
Negara KeSiatuan Republik I;ndonesia'sepanjang memenuhi
alasan pertiimbangan kemanusiaan dan disetujui oleh PPK.

b
[
¥

| BAB V

PE;)MBATALAN DAN PEMBERHENTIAN
i . ' '
Bagian kesatu

Pembatalan

i
i
b

* Pasal 16

Pimpinan Pérangkat Daerah dapat' mengusulkan pembatalan

penetapan tugas belajar PNS di hngkungan unit kerjanya

kepada PPKk sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan
‘tugas belaJar dengan dlsertal alasan pembatalan dan data

~dukung yang diperlukan.
|

Alasan ‘pengtusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada

“ayat (1) adalah

a. PNS yang bersangkutan terbukt1 tidak memenuhi syarat

pembenHan tugas belajar;

b. PNS 4yéng bersangkutan sedang menjalani pidana
) l

penjaraE atau kurungan, dan/atau sedang dalam
penjatuhan hukuman disiplin Paling rendah tingkat
sedang; : 7
C. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses

pemeri1<[saan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan
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keWenalllgan jabatan yéhg mengakibatkan kerugian
keuangezzn negara; _

d. PNS yééng bersangkutan tidak berangkat ke tempat
pelaksalgflaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah
ditentukan tanpa alasan yang sah

e. PNS yang bersangkutan menga_]ukan permohonan
pengunqiuran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau

f. alasan liain yang ditetapkén oleh PPK.

Dalém hal 1:3NS yang sedang menjalani proses pemeriksaan

sebagaiménéet dimaksud ayat (2) huruf c, hasil

pemeriksaéu&nya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang

bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 17

Pimpinan | Perangkat Daerah dapat mengusulkan

pemberhentlan pembena_n tugas belajar bagi PNS di
11ngkungan un1t kerjanya kepada PPK, dengan disertai

alasan penghentlan dan data dukung yang diperlukan.

Alasan pemperhentlan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

{
i

adalah: |

a. PNS tidak dapat melakSanakan - tugas belajar karena
keadaan kahar;

b. PNS dlnyatakan tidak sehat Jasman1 dan rohani oleh tim
pengu_u‘ kesehatan sehingga tidak memungkinkan
menyelelsalkan tugas belajar sesuai dengan batas waktu
yang ditientukan;

c. PNS diényatakan tidak mampu menyelesaikan tugas
belajar |berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi
penyelenggara tugas belajar;

d. PNS tid?k melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas
belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh
Perangkiat Daerah yang bersangkutan;

e. PNS tidtak dapat menyelesaikan pendidikannya karena

mengunldurkan diri tanpa alasan yang sah atau
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dlkeluarkan oleh lembaga pendidikannya;
f. PNS terbukt1 melakukan tindakan melawan hukum;

dan/ atau
g. alasan }ain yang ditetapkén oleh PPK.
PNS peserté tugas belajar beasiswa apabila pemberian tugas

belajarnya diberhentikan seBagaimana dimaksud pada ayat

(2), dikenaktan sanksi administratif sebagai berikut:

a. apabila biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Daerah,

. PNS tugas belajar beasiswa wajib mengembalikan semua

biaya yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah
dengan cara menyetorkan, keKas Umum Daerah;

b. apabilabiaya pendidikan :berasal dari sponsor, maka PNS
peserta| tugas belajar beasiswa wajib memenuhi segala
ketentuan yang telah disépakati dengan pihak sponsor;
dan ‘ |

C. ‘pesert‘a‘ tugas belajar 'beasis'wa tidak dapat diberi

kesempatan kembali sebagai peserta tugas belajar.

| BAB VI ‘ |
PENUGASAN PNS TUGAS BELAJAR

' Pasal 18

Apablla d1per1ukan Bupati dapat menugaskan PNS peserta
tugas belaJar beasiswa dan tugas belajar biaya mandiri yang

dibebaskan dari jabatan untuk melaksanakan tugas dinas.

PNS Pesertai tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya
mandiri yanfg dibebaskan dari jabatan wajib melaksanakan

tugas sebaggaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PASCA TUGAS BELAJAR
Pasal 19

PNS}peser}tiai tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya
mandiri Se’lf_elah menyelesaikan pendidikan mengusulkan
peningkatanE: pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidahg kepegawaian.

Gelar yang diperoleh peserta tugas belajar beasiswa dan tugas
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belajar biay-ag mandiri setelah menyelesaikan pendidikan
dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-u[ndangan di bidang kepegawaian.

PNS yang me:ngusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana
dimaksud pé.da ayat (1) tidak berhak menuntut kenaikan
pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

%

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI

Pasal 20

BKPSDM melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

tugas belajar|di lingkungan Pemerintah Daerah.

- Pemantauan isebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan verifikasi atas progres peningkatan pendidikan dari
t :

masing-masing peserta tugas belajar.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan

pengembangan kompetensi.

Pasal 21

BKPSDM melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
tugas belajardi lingkungan Pemerintah Daerah.

Evaluasi sebaigaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rangka pengelt'ldalian program pemberian tugas belajar sebagai
bentuk akunfabih'tas penyelenggaraan tugas belajar kepada
pihak?pihak yang berkepentingan.

Evaluasi seb'agajrnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

~ terhadap alul?lni tugas belajar, atasan, dan rekan kerja.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai bahan penyusunan kebijjakan pengembangan

kompetensi.
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BAB IX
PELAPORAN

Pasal 22

PNS peserta tugas belajar beasiswé dan tugas belajar biaya
mandiri yang dibebaskan dari jabatan wajib melapor hasil
pelaksanaan| tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala
BKPSDM dengan diketahui Piinpinah Perangkat Daerah pada
setiap akhir| semester denganf melampirkan hasil akademik

yang diperolehnya.

PNS peserta|tugas belajar beasiswa dan tugas belajar biaya

mandiri apabila telah menyelesaikan‘ pendidikannya wajib
melaporkan lécepada Bupati melalui: Kepala BKPSDM diketahui
Kepala Perar:lgkat Daerah, dengan menyerahkan salinan sah
ijazah, salin?;m sah transkrip nilai, salinan sah surat tugas
belajar dan sialinan sah karya tulisnya.

| BAB X |
PEMBIAYAAN

Pasal 23

E
s

Pembiayaan Etugas belajar beasiswa dapat bersumber dari:

; : .
a. Anggarar;1 Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
| ‘

b. sumber' lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuapperaturan perundang-undangan

Peserta tugias belajar beasiswa 'yang seluruh biaya
pendidikann;?fa mendapat bantuan dari sponsor, biaya yang
diperlukan selama menempuh pendidikan  menjadi
tanggungan isponsor. |

Peserta tugas belajar beasi‘swa’ ~yang sebagian biaya
pendidikann;%ra mendapat bantuan dari sponsor, dapat
diberikan bagntuan biayapendidikan oleh Pemerintah Daerah
selama yang bersangkutan bérstatus tugas belajar, dengan
besaran banéuan biaya pendidikan ditentukan sesuai dengan

kemampuan keuangan Daerah.

Peserta tuglas belajar beasiswa yang ditugaskan oleh
Pemerintah ]ZDaerah dengan biaya bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan bantuan biaya

i
!



©)

(6)

)

@ g

: vkepadapeserta tugas belaJar b1aya mandlrl dapat diberikan

B
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: Sumbangaril Penyelenggaraan Pend1d1kan (SPP) wajib yang

dibebankan oleh lembaga tempat pend1d1kannya dan bantuan
lalnnya sesua1 ketentuan’ dan kemampuan keuangan Daerah.
Peserta tugas belajar miela’lui‘ pénunjukan oleh Bupati dapat

dibfayai melalui Anggaran'Péndapatan dan Belanja Negara, |
AnggarénPendapatan dan Be‘lénj_a"Daerah dan/atau sponsor.

Perﬁbiayadn tugas belajar dap’atv ‘bker\akskal lebih dari 1 (satu)

~sumber dana, sepanjang tidak kmemb‘iayai komponen biaya

tugas belajar yang sama.
~Pasél 24

Pembiayaan pendidikan peserta tugas belajar biaya mandiri

, ditanggung oleh yang bersangkutan.';

Apablla Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah tersed1a

| bantuan biaya pend1d1kan.

; E : ; . ; ,
PNS melalui P1mp1nan Perangkat Daerah - PNS yang

L bersangkutan mengajukan permohonan bantuan  biaya

- pendidikan sebagalmana d1maksud pada ayat (2) kepada
- Bupati melalui Kepala BKPSDM. |

Pasaj 25 ‘

Besaran pemberian bantuan 1ti)iaya pyehdidikan ‘sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

VPNS diperbolehlfan mengambil pfodi dengan akreditasi C dengan

catatan di Daerah tidak ada prodi yang sama yang berakreditasi B

dari lembaga yang berwenang bag1 program studi perguruan tinggi

dalam negeri.
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Pasal 27

Kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS
sedang “mengiklilti Pendidikan péda suatu Lembaga Pendidikan
tertentu dibefgikan Surat Keterangan Sedang Menyelesaikan
Pendidikan.

Pasai 28

PNS yang telah memiliki ijjazah déngan bidang studi yang sesuai

dengan rencana kebutuhan tugaé belajar Perangkat Daerah dan
belum dilakukarfl penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian
1jazah sesuai d;engan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang kepegéilwaian.
Pasal 29

PNS atau Calon|{PNS yang sedang mengikuti program pendidikan
formal Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata 1,

Strata 2, Strata 3 dan pendidikan profesi yang belum memiliki
tugas belajar, d:apat mengajukan permohonan sesuai ketentuan

Pasal 8 dan Pasal 27.
‘ s |

E Pasal 30

i

PNS peserta tugiras belajar, izin belajar, dan izin belajar khusus
vang ditetapkaﬁ sebelum Keputusan ini berlaku dan masih
menjalankan pendidikannya dinyatakan | tetap sebagai peserta
tugas Dbelajar,| izin belajar, dan izin belajar Kkhusus dan
selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Pemberiani’l‘ugas Belajar, Izin Belajar dan
Uj:ian VKen‘;aikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai
Negeri SiEpiI Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana
(Bf:rita- Daierah Kabupaten Bpmbana Tahun 2015 Nomor 34);






